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1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan infrastruktur di Indonesia kini semakin berkembang pesat
sebagai akibat banyaknya pembangunan dari berbagai aspek seperti pembangunan
Jembatan, bandara, fasilitas distribusi air, jaringan telekomunikasi, dan jalan. Salah
sdtu pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang giat dibangun oleh pemerintah
ilah jalan tol. Jalan tol berguna sebagai sarana penghubung transportasi di darat
@an sebagai salah satu akses jalan utama bagi penggunanya untuk melakukan
Berjalanan menuju suatu tempat dengan cepat, mudah, dan nyaman serta bebas

ambatan, sehingga hal tersebut memberikan kesadaran bagi pemerintah untuk
terus membangun fasilitas jalan tol bagi masyarakat.

; Pembangunan infrastruktur oleh negara tidak lepas dari adanya pemanfaatan
[Bsa operator yang bersedia untuk melakukan pelayanan jasa publik sebagai
Bembangun. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak dapat membangun
@frastruktur-nya sendiri. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu penjanjian
Konsesi jasa dengan pihak operator dibawah, wewenang dan, pengawasan Badan
Fengatur Jalan Tol (B erjanjian lkonsesijasal berisitentangberbagai syarat
gan ketentuan yang hastisuaipy a| b fyn er mban h%l -hal yang wajib
dilakukan dan hak yarig~aka ? OpEI?a Oop8 %r){n“ afr “pemerintah.
Berdasarkan perjanjian tersebut plhak operator memiliki masa konsesi untuk
%elaksanakan pengusahaan jalan tol selama masa konsesinya masih memiliki
manfaat melalui perjanjian tersebut operator berhak untuk mengakui hak
Konsesmya sebagai aset takberwujud atau Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT).
Ketika masa manfaat konsesinya telah habis, pihak operator wajib mengembalikan
HPJT kepada pemerintah/Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) (JSMR 2006).

Perjanjian konsesi jasa telah diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan (ISAK 16) tentang prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak
dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. Prinsip umum ISAK 16
mengakui adanya pemberian hak atas pembangunan dan pengoperasian jalan tol
kepada pihak operator atas perjanjian konsesi jasa terhadap aset atau infrastruktur.
Pengakuan hak tersebut diketahui sebagai hak konsesi yang tidak dapat diakui
sebagai aset tetap, melainkan sebagai aset takberwujud sebagaimana yang telah
diuraikan pada paragraf dua. Hal tersebut terjadi karena perjanjian konsesi jasa
fidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan
mfrastruktur jasa publik, sehingga pihak operator hanya memiliki akses untuk
mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik, serta sebagai salah
satu tindakan untuk mendukung kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan dalam kontrak tertulis. Pengakuan perjanjian konsesi
H11 berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 19) tentang
aset takberwujud yang dimiliki oleh pihak penerima hak konsesi yang nantinya
akan diakui sebagai manfaat di masa depan terhadap bisnis perusahaan. Jika
ditinjau berdasarkan ruang lingkup interpretasi ISAK 16 pada syarat perjanjian
Konsesi jasa, operator bertindak sebagai penyedia jasa. Operator membangun atau
meningkatkan kemampuan infrastruktur (jasa konstruksi atau peningkaan
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kemampuan) yang digunakan untuk menyediakan jasa publik serta mengoperasikan
dan memelihara infrastruktur (jasa operasi) selama jangka waktu tertentu (ISAK
16, PSAK 19 2018).

PT Jasa Marga (Persero) Tbk merupakan salah satu entitas yang telah
menerima hak konsesi atas pelaksanaan perjanjian konsesi jasa dengan pemerintah
dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Perjanjian konsesi jasa tertulis pada
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Thk No. 246/PPJT/VI1/Mn/2006 tanggal
7 Juli 2016 pada pasal 2 tentang lingkup pengusahaan jalan tol. Isi dari perjanjian
tersebut menguraikan bahwa entitas bertanggung jawab untuk melaksanakan
pengusahaan jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi,
gengoperasmn dan pemeliharaan sesuai pada ketentuan dalam perjanjian dan
ﬁeraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Entitas telah
mendapatkan haknya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pelayanan jasa

sublik dalam membangun dan mengoperasikan jalan tol di seluruh Indonesia, serta
sebagai pelayanan jasa terkait infrastruktur atau usaha lain yang berada di daerah
falan tol, seperti tempat istirahat, iklan, utilitas, dan lain-lain. Perjanjian konsesi jasa
ying ditanda tangani oleh entitas mengisyaratkan bahwa pemerintah telah
ﬂsemberlkan kepercayaan kepada entitas, sehingga perusahaan dapat membangun
@et jalan tol sebagai infrastruktur yang diharapkan dapat membantu masyarakat
mendapatkan akses jalan ang nyaman dan bebas hambatan (JSMR 2006).
as ) 20) Thk-merupakamentitas, yang tergeleng unik pada
Vi Hasmemiliki-hak-tuntuk membangun -aset jalan tol,
A aBesepdrfi kébdaan sesinggatingd) dérigan diddikian entitas
Banya berlaku seolah- olah sebagai kontraktor pemerintah untuk membangun aset
'@Ian tol. Entitas melakukan perjanjian lain dengan pihak penyedia jasa kontraktor
sesungguhnya yang di sebut sebagai perjanjian kontrak kontruksi, sehingga entitas
Hidak melakukan pekerjaan konstruksinya dalam mambangun aset jalan tol secara
langsung, melainkan menggunakan jasa pihak lain. Keunikan lain terdapat pada
kepemilikan aset serta pengakuannya, berdasarkan perjanjian yang telah diuraikan
pada paragraf kedua dan ketiga bahwa entitas mengakui hak konsesi sebagai aset
takberwujud dengan masa konsesi yang artinya secara garis besar entitas tidak
memiliki aset sendiri untuk diambil manfaatnya di masa yang akan datang secara
kepemilikan pribadi, kendati demikian, entitas tetap berhak mengakui manfaat
berupa pendapatan untuk bisnisnya dari kapasitas kepemilikan aset takberwujud
atas aset jalan tol. Pengakuan manfaat berupa pendapatan tersebut merupakan
pendapatan utama bagi entitas dari hasil banyaknya traffic kendaraan yang
melewati gerbang tol berdasarkan aset takberwujud atau HPJT yang dimiliki
ehtitas, peristiwa tersebut menunjukkan eksistensi bahwa entitas masih beroperasi
fingga saat ini dan mampu bertahan pada nature of business-nya.

Perjanjian kontrak konstruksi dilakukan ketika perusahaan memiliki rencana
patuk membangun jalan tol baru, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut
memberikan dampak pada aset Hak Pengusahaan Jalan Tol akan bertambah.
Selama masa pembangunan aset tersebut entitas memiliki dua macam metode untuk
mengakui biaya konstruksi yang terjadi. Metode pengakuan biaya tersebut
gifantaranya yaitu; a) metode by progress; dan b) metode constractor pre-finance.

Hak Pengusahaan Jalan Tol akan terus bertambah seiring banyaknya
pembangunan jalan tol baru, dengan demikian Hak Pengusahaan Jalan Tol yang
telah beroperasi normal harus dihitung dan dicatat sesuai dengan masa manfaatnya.
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Perhitungan dan pencatatan masa manfaat Hak Pengusahaan Jalan Tol ditentukan
dengan melakukan amortisasi sebagai suatu pengakuan beban periode berjalan.
Penerapan metode amortisasi setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan
karakteristik asetnya, namun biasanya banyak entitas yang menerapkan metode
amortisasi menggunakan garis lurus (straight line method). PT Jasa Marga
(Persero) Thk sampai dengan 2015 menerapkan metode amortisasi menggunakan
metode garis lurus (straight line method) dan selanjutnya merubah metode
amortisasi menjadi metode unit pemakaian (unit of usage) atau metode unit
produksi (unit of production) yang memiliki karakter dan perlakuan yang sama,
fhianya berbeda pada dasar pengenaannya. Dasar pengenaan untuk metode unit

makain adalah volume lalu lintas yang setiap hari melewati gerbang tol (JSMR
%'018). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah
¥ang membahas mengenai “Tinjauan Pencatatan Akuntansi Keuangan ISAK
¥6 atas Pemanfaatan Aset Takberwujud (Hak Pengusahaan Jalan Tol)
Eerdasarkan PSAK 19 pada PT Jasa Marga (Persero) Thk”.

1.2. Rumusan Masalah
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fIjuan penulisan, diantaranya:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap perjanjian konsesi jasa atas
aset takberwujud (Hak Pengusahaan Jalan Tol) berdasarkan analisis
pada kerangka akuntansi ISAK 16?

2. Bagaimana pengakuan, penyajian, dan pencatatan Akuntansi terhadap
aset takberwujud (Hak Pengusahaan Jalan Tol) selama proses
konstruksi sampai proses konstruksi telah selesai dan jalan tol sudah
beroperasi?

3. Bagaimana perhitungan dan pencatatan amortisasi aset takberwujud
(Hak Pengusahaan Jalan Tol)?

4. Bagaimana ilustrasi perhitungan dan pencatatan Akuntansi terhadap
amortisasi atas aset takberwujud (Hak Pengusahaan Jalan Tol) yang
telah beroperasi?
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1.3. Tujuan

: Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan,
+aka tujuan penulisan ini adalah untuk:
: 1. Menguraikan perlakuan akuntansi terhadap perjanjian konsesi jasa atas
aset takberwujud (Hak Pengusahaan Jalan Tol) berdasarkan analisis pada
kerangka akuntansi ISAK 16
2. Menguraikan pengakuan, penyajian, dan pencatatan Akuntansi terhadap



*dd| w1z bdupy undodp Ynjuaq WB|OP 1Ul SN BAIDY YNIn|as NDID UDIBDYDS YoAupgiadwau upp upyunwniuaw BupID|I] T

*dd| 1ofom BupA upbuiuaday unyibniaw Hopij undijnbuad *q

‘yojpsoW N3N UBNB(UI} NP YiLIY upsiinuad ‘uptodp| upunsnAuad ‘Yoiwjl ALY upsiinuad ‘ubiiEuad ‘Ubyipipuad upbuijuaday ¥ynjun bAupy updinbuad ‘O

:1aqUINS UDYINCRAUSL UDP UBYLUNUBIUSW PAUD] 1Ul SIjN3 PAINY Ynin[ds nbjo upibogas dignbuau BUDID|I ‘|

6uppun-6uopun 1GUNpUII] PIdID ¥oH

©)

a

i7u eydio yeH

(1oBog ueluepad nyisul) gdi A

AlIsiaAlun |edn)nNoLIby Jobog

aset takberwujud (Hak Pengusahaan Jalan Tol) selama proses konstruksi
sampai proses konstruksi telah selesai dan jalan tol sudah beroperasi
Menguraikan perhitungan dan pencatatan amortisasi aset takberwujud
(Hak Pengusahaan Jalan Tol)

Menggambarkan ilustrasi perhitungan dan pencatatan Akuntansi
terhadap amortisasi atas aset takberwujud (Hak Pengusahaan Jalan Tol)
yang telah beroperasi

1.4. Manfaat

Berdasarkan tujuan penulisan, manfaat yang diharapkan dalam penulisan
rya ilmiah ini sebagai berikut:

1.

Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai pencatatan akuntansi
ISAK 16 atas pemanfaatan pada aset takberwujud (Hak Pengusahaan
Jalan Tol) berdasarkan PSAK 19 pada PT Jasa Marga (Persero) Thk
Memberikan wawasan kepada pembaca terhadap pengakuan Hak
Pengusahaan Jalan Tol .
d*(H Jalan Tol)
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